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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

KOTA SEMARANG
NOMOR 050 / i1'G

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG |

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG,

Menimbang :

Mengingat :

—
&

8. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan

. . 4 Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang yang
optiinal dan untuk memberikan jaminan prosedur yang
distandarkan sesuai dengan tugas dan fungsinya,
diperlukan adanya Standar Operasional Prosedur;

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas,
maka perlu menerbitkan . Keputusan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Kota Semarang tentang Standar
Operasional Prosedur Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota
Semarang; '

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

Undang-Undang Nomor 28 -Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi,
Kolusi Dan Nepotisme (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

‘Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang. Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

CS CamScanner



Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5404);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Mdoneaia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagalmana
telah diubah beberapa kall, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat [T Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap,
Wonogiri, Jepara Dan Kendal Serta Penataan Kecamatan
Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat [ Jawa Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 89);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

10, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

13

14

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor T04);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
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15.

16.

17.

18.

19,

Peraturan Daernh Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor
111);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Sem arang Tahun

2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 114);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Semarang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2018 Nomor 11);

Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota

Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2015
Nomor 63); :

Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita
Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 85).

MEMUTUSKAN :

: Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pada Dinas

Pekerjaan Umum Kota Semarang;

: Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud

Diktum KESATU ditetapkan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran 1 Keputusan ini;

: Penyelenggaraan Standar Operasional Prosedur

sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan
ini;

: Hasil pelaksanaan Standar Operasional Prosedur

dilaporkan kepada Kepala.Dinas Pekerjaan Umum Kota
Semarang;
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KELIMA + Segala biaya yang timbul sebagal akibat diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah Kota Semarang;

KEENAM i Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 0% jwrpom 3019

SALINAN disampaikan kepada Yth :
1. Walikota Semarang;

Sekretaris Daerah Kota Semarang;

Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Kota Semarang;
Inspektur Kota Semarang;

Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang.
Pertinggal

MW
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27,

25.
30,
3l
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41,
42,

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG

NoMOR : 800 / |
TANGOAL : 0% Aowoss 3019

SOP Penerimaan Tamu

SOP Pencairan LS, QU, UP, TU

SOP Pengelolaan Administrasl Surat Keluar

SOP Pengelolaan Surat Masul

SQP Pelayanan Suti Besar Bagi Pegawal Sebelum MPP
SQOP Penyusunan Produk Hukum Daerah

SOP Pencatatan Aset

SOP Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan

SOP Hukuman Disiplin Ringan

SOP Pelayanan Pensiun Pegawai

- SOP Pemeriksaan PNS
- SOP Pemanggilan Pemeriksaan PNS

SOP Pengadaan Pegawai
SOP Kenaikan Pangkat
SOP ljin Belajar

. SOP Pelayanan Cuti Keperluan Keluarga

SOP Izin Perceraian
SOP Pelayanan Cuti Tahunan Bagi Pegawai

. SOP Pelayanan Cuti Biasa Bagi Pegawai

SOP Penghapusan Barang

. SOP Pelaporan Aset

. SOP Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD

. SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD

. 80P Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS Dan PPAS-F)

SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA Dan RKA-F)

- SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

(LKjIP)

SOP Pemberian Jjin Dispensasi Jalan

SOP Pemberian ljin Galian Rumija

SOP Pemberian IPIM

S0P Perencanaan Pemeliharaan Pemanfaatan Jalan Dan Jembatan

SOP Pelaksanaan Pemeliharaan Pemanfaatan Jalan Jembatan (Swakelola)
SOP Pelaksanaan Pemeliharaan Pemanfaatan Jalan Dan Jembatan (Tanggap
Darurat Swakelola)

S0P Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase

SOP Pemeliharaan Berkala Saluran Drainase

SOP Pemeliharaan Darurat Saluran Drainase

SOP Operasional Pintu Air Saluran Drainase

SOP Pemeliharaan Pintu Air Saluran Drainase

SOP Perencanaan Pemeliharaan Drainase

SOP Perencanaan Pemeliharaan Jalan Jembatan Kewilayahan

SOP Perencanaan Pemeliharaan Drainase

SQP Operasional Pintu Air Irigasi

SOP Pemeliharaan Pintu Air Irigasi
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43,
a4,
45,
46,
a7,
48,
49,
50,
51,
52,
53.
54,
55,
56.
ar.
58,
59.
60.
61,
62.
63.
64.
65.
66.
67.

68.

69.
70.

71,
72,
73,
T4.
75.
76.
77.
78,
79,
80.
8l.
82.
83.

SOP Pemeliharaan Rutin Bangunan Konservas|

SOP Pemeliharaan Berkala Bangunan Konservaal

SOP Pemeliharaan Darurat Bangunan Konservasi

SOP Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi

SOP Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi

SOP Rehabilitasi / Pemeliharaan Darurat Jaringan Irigast

SOP Pemeliharaan Berkala Sungal

SOP Pemeliharaan Rutin Sungai

SOP Pemeliharaan Darurat Sungal

SOP Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Alr-

SOP Swakelola Pemeliharaan Saluran Jaringan Irigasi

SOP Survey Dan Pengukuran

SOP Penyusunan DED

SOP Perancangan Teknik

SOP Pembentukan Tim Pengembangan Teknologi

SOP Pelaksanaan Pengembangan Teknologl

SOP Pembentukan Panitia Bintek Ke PU-an

SOP Pengelolaan Laporan Masyarakat

SOP Permohonan Hak Akses CCTV

SOP Permohonan Rekaman CCTV ,

SOP Permohonan Pemasangan CCTV Portable

SOP Permohonan Informasi Publik

SOP Perencanaan Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Saluran

SOF Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Saluran Kewilayahan Khusus
SOP Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Saluran Dengan
Anggaran Kewilayahan Menggunakan Material Sendiri

SOP Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Saluran (Material UPTD
Perbekalan)

SOP Pengaduan / Laporan Dari Masyarakat Melalui Kepala Dinas
SOP Perencanaan Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Saluran Kewilayahan
Rutin

SOP Penanganan Pengaduan / Laporan Masyarakat Melalui Media Massa
S0P Penanganan Pengaduan Masyarakat Secara Langsung

S0P Penanganan Pengaduan Masyarakat Secara Tidak Langsung

S0P Pengoperasian Pompa Dalam Kondisi Elevasi Air Normal

S0P Pengoperasian Pompa Dalam Kondisi Elevasi Air Tidak Normal
SOP Pemeliharaan Rutin Saluran

SOP Pemeliharaan Berkala Saluran

SOP Pemeliharaan Darurat Saluran

SOP Perawatan Dan Perbaikan Rumah Pompa

SOP Perawatan Kolam Retensi

SOP Pengoperasian Mesin Pompa Diesel Hidrolik

SOP Pengoperasian Mesin Pompa Diesel Kopel

SOP Pengoperasian Mesin Pompa Listrik
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

THemor S0P
T | Pembuatan
PEMERINTAH KOTA BEMARANG i | Ravigl
Dinay Pekerdaan U _M_fsumr
|Otsatikan Oleh Kepala Dinay
Pekedaan Umun
Judul BOP PENERIMAAN
Lo TAMU
. SOP PENERIMAAN TAMU
[DASAR HUNUM [RUALIFIRAS] PELAKBANA '
. l:‘n!lw Na.g fl-hm 1874 tentang Pokok-Pokok
epegrwalan sebagaimana telah dubah Urd fid 1
o et dengan Undang-Undang EMA Sederalal
Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1803 tentang Itin Perkawlnan Memahami paraturan
2 dan Perceralan bagl Pagawal Neged Siol sebagaimana telah divbah | 2. tapagmlulru
dengan Pataturan Pemerintah Mo.48
Mamahaml paraturan
3 pembentukan Penerimaan
Tamu
KETERKAITAN FERALATAN & PERLENGKAPAN
1 Komputes
2 Printer
3___ Kinaksl Intarnat
|PERINGATAN & PENCATATAN & PENDATAAN
1 Jika prosedur tidak dilakukan, paryusunan Penerimaan Tamy Bdak
dapal dilaksanakan,
Palakaana _ __Muly

TU Plmplnan| Ka.Dinas

Kelongkal oty | ouput | M

—

Maninggu dan L

rromparaliabian tamu mandju R
5 [nuangan yang telah slapkan,
mangkanfimat] kedatangan
tamu kepada TU plmpinan

8 Il.hllpnr kepads pimpinan
tarrtang kehadiran tamiu

k.

Meniu nagreyg yang dislapkan
! dan manerma tamu { Salenal )
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